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kibatnya, imple-

mentasi payung

hukum yang

berujuan me-

nguatkan protek-

si data pribadi
seluruh masyarakal Indonesia
Kurang teroptimalisasi dengan
baik.

Fakianya, urgensi UU Pelin-
dungan Data Pribadi atau PDP
sangailah tinggi. Beleid it
mengatur tentang sanksi pe-
nyalahgunaan atau pelanggaran
data, hingga penunjukan Peiu-
gas Pelindungan Data Piribadi
(PPDP) atau Data Protection
Officer (DPO), hingga pemben-
tukan Lembaga Penyelengga-
raan Pelindungan Data Pribadi
(LPPDP),

Akan tetapi, sampai detik ini
pemangku kebijakan seolah
minim aksi. Awran runan
UU No. 27/2022 yang memuat
subsiansi detail soal pemberian
sanksi belum dirilis, demiki-
an pula dengan pembeniukan
LPDP selaku institusi pengawas.

Dengan demikian, fungsi
pengawasan saat ini masih
dikomandoi oleh Kemenierian
Komunikasi dan Digital.

Sanksi bagi pelanggar pun
tak bisa segera dijatuhkan
lantaran nihilnya aturan teknis
dalam bentuk Perataran Pemne-
rintah (PP).

Persoalannya, menurut infor-
masi dari berbagal narasumber
vang dihimpun Bisnis, Kemen-
lerian Komunikasi dan Digital
lak selayaknya berfungsi seba-
£ai lembaga pengawas maupun
institusi pemberi sanksi,

Musababnya, mengacu pada
U PDP, mandat untuk pe-

negakan hukum administratif
dan vang mengeluarkan sanksi
adalah LPPDP Adapun, sepan-
jang masih ada kekosongan
kelembagaan maka lidak akan
ada penegakan hukum admi-
mistratif.

Dengan Kata lain, jika
pemerintah dalam hal ini
Kementerian Komunikasi dan
Digital memaksa untuk bertin-
dak sebagai ‘wasit’ sementara
hingga LPPDP terbentuk, hal
itu menyalahi ketentuan dalam
uu PDR

lembaga pengawas khusus.
Alhasil, pemerintah pun berpacu

pelengkap. Mulai dari
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GERAK LAMBAT PROTEKSI DATA

Tepat pada 17 Okiober 2024 lalu, atau dua tahun pascadiundangkan, UU No. 27,2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
feloh berlaku. Sayangnya, masa transisi selama dua warsa itu fak cukup mampu dimanfaatkan pemerintah untuk menyiapkan
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Di sisi lain, kebocoran data
masih menjadi isu yang belum
mampu dituniaskan oleh pe-
merintah. Buktinya, pada tahun
lalu Badan Siber dan Sandi Ne-
para (BSSN) mencatal terdapat
103 kasus ki ran data di

Indonesia.

Celakanya, dpri jum-
lah tersebut & kasus
melibatkan administrasi
pemearintahan. Arjnya,
ada risiko besar ji

pemangku kebijakan
tak mempriorilaskan
penyediaan perangkat
penunjang implementasi
uu PO

Dalam kaitan ini,
sejumiah pejabat di
Kementerian Komunikasi
dan Digital tidak merespons
pertanyaan yang disampaikan
Bisnis, baik soal terbitnya regu-
lasi teknis maupun pembentuk-
an LPFDPE

Namun, Wakil Menteri
Komumnikasi dan Informatika
(Wakil Menieri Komunikasi
dan Digital) Nezar Patria, pada
14 Okiober lalu menyatakan
bahwa LPPDP masih membu-
luhkan masa transisi selama
6—12 bulan. Dengan demikian,
efektivitas dari UU PDP masih
bulk wakiu yang tak singkat.

Kalangan pelaku usaha di
sekior data pun memandang
sinis komitmen pemerintah
dalam mengimplementasikan
uu PoR

Pasalnya, masa (ransisi sela-
ma dua tahun dipandang cu-
kup untok menyusun kerangka
regulasi teknis dan infrastrukior
pendukung.

Chairman Communication
Information System Security Re-
search Center CISSReC Pralama
Persadha, mengatakan sepan-
jang LPPDP belum terbeniuk
dan beleid teknis masih penuh
ketidakpastian, maka UU PDP
tidak akan memberikan efek
jera kepada institusi pelanggar,
baik swasta rmaupun pemerin-
tahan.

“Implementasi UL PDP dapat
kita bilang berhenti, karena
meskipun sudah berlaku penuh
sanksi belum dapat dijamuh-
kan,” katanya kepada Bismis.

Dia menjelaskan, secara kon-
sep LPPDP haruslah memiliki
kewenangan yang cukup funda-
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| diimbangil. T
sederet perangkat

perangkat penunjang.

mental dalam konteks pene-

gakan hukum. Di antaranya

kewenangan untuk mengatur,
mengawasi, dan menegakkan
kepatuhan terhadap standar

keamanan data pribadi.

Selain itw juga melakukan
penilaian risiko terhadap data
pribadi yang diolah oleh orga-
nisasi publik dan swasta, serta
melakukan audit terhadap ke-
patuhan organisasi alas Kebijak-
an dan dan standar keamanan
data pribadi.

Direkiur Eksekutif
Lembaga Swudi dan
Advokasi Masyarakat
{Elsam) Wahyudi Jafar,
mengatakan gerak
lambat pemerintah
lanpa adanya kejelasan
memunculkan kekha-
waliran di kKalangan
pemangku kepenting-
an spal masa depan
keamanan dala, sera

" merugikan subjek data
alias masyarakat.

Dia menilai kekhawatiran
beredar lantaran ketidakpastian
ini terkorelasi erat dengan hal-
hal fundamental salah satunya
mekanisme penegakan hukum
dan Kepatuhan.

Risikonya, insiden siber
yang terbilang marak dalam
kurun dua tahun belakangan
berpotensi terus terjadi. Lan-
tas, pelindungan yang sudah
sepatutnya menjadi hak bagi
masyarakat tidak dapat dipe-
nuhi karena negara tidak me-
miliki skema penyelesaian yang
akuntabel.

SOLUSI INSTAN
Secara konkret, dalam jangka

pendek Wahyudi mengusulkan
agar pemerintah memanfaat-
kan keberadaan institusi dan
perangkat hukom eksis sem-
bari mem | penyelesaian
aturan teknis UU PDP dan
pembeniukan LPPDP

Dalam konteks penyelenggara
sistern elektronik misalnya, bisa
memaniaatkan PP No. 71,2019
tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elekironik, yang
mengatur sejumlah kewajiban
penyelenggara sistem elekironik
(PSE) terkait dengan pelindung-
an data pribadi.

Dalam beleid tersebut, Ke-
menterian Komunikasi dan In-
formatika (Kementerian Komu-
nikasi dan Digital) merupakan
lembaga pengawas PSE yang
menjalankan fungsi penegakan
kepatuhan dari penyelenpgara
terhadap peraluran pemerintah
tersebul.

Meski ruang penindakan
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sangat terbatas, tetapi setidak-

nya instrumen ini bisa mengisi
celah kosong dalam Kaitan pe-
nyalahgunaan cleh pihak-pihak
lertentu.

Keterbatasan i ada pada
ketentuan PP No. 71/2019 yang
hanya berlaku terhadap pengen-
dali dan prosesor data, sedang-
kan UU PDP mencakup hingga
ke ranah pemrosesan data.

"Artinya, hingga terbentuknya
LPPDP, fungsi-fungsi penga-
wasan, sanksi, dan penegakan
hukumnya unuk sementara
dijalankan oleh kementerian.
Ini bisa menjadi salah satu
skenario meskipun ruangnya
terbatas,” jelasnya.

Meski opsi mengoptimal-
kan PP No. 71,2019 dianggap
sebagai solusi jangka pendek,
tidak sedikit pula kalangan
yang memandang kementerian
tidak seyogianya menjadi pihak
pengawas.

Menurut Direkiur Ekseku-
tif ICT Instimie Heru Sutadi,
Kementerian Komunikasi dan
Digital merupakan salah satu
objek vang dipantai dalam hal
pelindungan data pribadi.

“Sehingga, tidak mungkin
Kementerian Komunikasi dan
Digital sebagai lembaga vang
dipantau, telapi juga meman-
tau. Ini jeruk makan jeruk
namanya,” Kata Heru.

Dia berharap Pemerintahan
Presiden dan Wakil Presiden
Prabowo Subianio-Cibran Raka-
buming Raka, dapat segera me-
ngeksekusi amanal ini dengan
menelurkan awran turunan
dan pembentukan LPFDR

Perinde transisi selama dua
tahun menuruinya amat me-

madai bagi pemerintah untuk
menyiapkan langkah-langkah

pembentukan LPPDP beserta

awran turunan yang diperiu-
kan.

Tidak hanya itu, sambung
Heru, kolaborasi antara Kemen-
terian Komunikasi dan Digital
serla BSSN dalam menjaga
keamanan daia di Tanah Air
dinilai juga perlu diperkuat.

Ketua Umum Indonesian
Digital Empowering Community
(IDIEC) M. Tesar Sandikapura,
menuturkan UU PDP pada
dasarnya beriujuan melindungi
privasi individu agar kebocoran
data yang selama ini masih
terjadi bisa ditangkal.

Menuruinya, fungsi dan
kehadiran lembaga pengawas
amat dibutuhkan sehingga
dapat menciplakan Kepercayaan
publik terhadap ekosistemn digi-
tal, karena data yang diberikan
kepada instansi tertentu telah
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dikelola sesuai ketentuan yang
ada.

Dia meyakini, apabila UU
PDP dapat diimplemendasikan
dengan maksimal, dapat mem-
berikan manfaat yang positif
baik kepada pelaku bisnis ma-
upun masyarakat. Investasi di
sektor teknologl juga bisa lebih
tinggi sejalan dengan adanya
standardisasi tata kelola data,

SOSIALISASI

Dia menambahkan, sela-
in perangkat dan instrumen
hukum yang belum terse-
dia, pemerintah juga kurang
agresii dalam melakukan
sosialisasi. Buktinya, menurut
temuan IDIEC ada banyak
pelaku usaha yang belum
memahami pentingnya UU
PDP.

Oleh karena itu, menurut-
nya implementasi U0 PDP
harus diimbangi dengan aksi
sosialisasi dan edukasi terha-
dap pihak terkait.

“Regulasi ini juga harus
konsisten jangan tumpang
tindih {urunannya tidak jelas
terhadap sanksi pelanggaran,”
katanya.

Selaras, Ketua Indonesia
Cyber Security Forum (ICSF)
Ardi Sutedja, menilai masih
banyak pekerjaan rumah bagi
pemerintah dalam mengim-
plementasikan UU PDP, baik
dari sisi aturan turunan ma-
upun sosialisasi yang masih
sangal minim.

Dia menuturkan, sosialisasi
pelindungan data pribadi per-
Iu terus dimasifkan kepada
dunia industri dan publik,
mengingat kesadaran yang

masih sangat rendah.

“Banyak perusahaan atau
organisasi yang meminta
fotokopi KTP [kartu tanda
penduduk], buku rekening
bank, dan data sebagainya.
Prakiik kebiasan il seha-
rusnya sudah berhenti Kalau
mereka menyadari sekarang
sudah ada UU PDP” katanya.

Dia menilai, upaya tersebut
perlu dilakukan kolaborasi
oleh berbagai pihak, terma-
suk swasta, perguruan linggi,
tidak hanya dari sisi peme-
rintah. Pasalnya, produk hu-
kum UU PDP makin penting
di era gempuran digitalisasi.

Ardi menambahkan, peme-
rintah pun perlu memper-
timbangkan adanya gerakan
sadar pelindungan data ke
depan, yang harus bisa
menjadi bagian dari budaya
masyarakat.

“Jadi kalan hanya pemerin-
tah yang bergerak,
saya kira imple-
mentasi UU PDP
lidak akan efektif
sampai ke bawah
dan itu harus di-
jadikan budaya ke
depan bahwa data

itu harus dilin-
dungi,” jelasnya. B
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